KETENTUAN PERJALAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PT
DAERAH, DAN PEGAWAI

Menimbang

Mengingat

a.

1.

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 2. TAHUN 2013
TENTANG

AN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NER(?_\%&% .
MPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN . I
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINT!
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Ne.gara,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Perpenntah
Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo
Nomor 59 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan petkembangan
penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daer:ah serta perubahan
harga yang betlaku, sehingga pertu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
petlu menetapkan Petaturan Bupati tentang Ketentuan Petjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negata Sipil, Pimpinan/Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT Satolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50, Tambahan %Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang—Undaf;ig Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomot
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang ......... 2



2.

. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kab
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran N
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lem
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan
upaten Muaro Jambi dan
Negara Republik Indonesia
ibaran Negara Republik
diubah dengan Undang-
tentang Perubahan Atas

tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Ka

upaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran egara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia
Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 te tang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomot 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi{a Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentané Petbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomot 15 Tahun 2004 tentan%nl)emeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan L%mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); 3

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan Daetah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik I \donesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daetah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran N egara
Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antata Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DFerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Re;Tub}ik Indonesia Nomor

4389);

10. Petaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 te

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

ntang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); |

12. Petaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintaban (Lembaran Negara Republik Indoﬂ;esia ‘Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 5165);
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Menetapkan :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

3.

13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Men
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K

teri dalam Negeti Nomor
leuangan Daerah;

14. Peraturan Menteti Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Petjalanan Dinas

Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeti, dan Pegawai Tidak

Tetap;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar

Biaya Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan  Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daetah Kabupaten Bungo

Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 te

ntang Pembentukan dan

Susunan Otrganisasi Sekretatiat Daerah dan Seretatiat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi

Sekretatiat Daerah dan Seretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bungo (Lembatan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010

Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan
Susunan Otganisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo

Tahun 2011 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 25

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT

NEGARA, PEGAWAI

NEGERI, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DI LINGKUNGAN

3. Pemetintah Daerah adalah Bupad dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemetintahan daerah.




4.

4. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bungo.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretatis Daerah Kabupaten Bungo.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Kepala Satuan Ketja
Perangkat Daetah.

9. Satuan Ketja Perangkat Daetah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah otganisasi/lembaga
pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupat dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.

10. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara I\*asional Indonesia (TNI),
dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

11. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi
pemetintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negata atau Anggaran Pendapatan Belanja Daetah.

- 12. Bendahara Pengeluaran atau dengan nama lain adalah pejabth yang ditunjuk untuk
menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja
di lingkungan satuan ketja perangkat daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo. !

14. Petjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut petjalanan dinas adalah petjalanan ke
luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-
kurangnya 5 (lima) kilometer dati batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik
Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.

15. Surat Petintah Tugas yang selanjunya disingkat SPT adalah naskah dinas darti atasan yang
ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan
fungsinya.

16. Surat Petintah Petjalanan Dinas yang selanjunta disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai
alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan petjalanan
dinas serta pembetian fasilitas petjalanan dan pembiayaan.

17. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan ketja berada.
18. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan petjalanan dinas.

20. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
21. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

23. Perhitungan Rampung adalah pethitungan biaya petjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan
1iil berdasarkan ketentuan yang betlaku.

24. Bethalangan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat| berwenang tidak dapat
menjalankan tugas kedinasan sebagaimana biasanya karena alasan| sakit atau alasanlainnya
berdasarkan peraturan kepegawaian.
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BAB II
ASAS UMUM

Pasal 2

(1) Petjalanan dinas dilakukan untuk melakukan tugas yang sanga
negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyel
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat;

|

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tug
kedinasan di luar tugas rutin sehati-hari di tempat kedudukan yang
dituju dilaksanakan oleh Pejabat Negara Sipil, Pimpinan/As
pegawai tidak tetap;

(3) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara
kepentingan Negara dan/atau daerah dibandingkan dengan
sechubungan dengan pelaksanaan petjalanan dinas;

(4) Petjalanan dinas dapat mengikutsertakan
persetujuan Bupati.

pegawai  tidak te

BAB. III
TATA CARA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama
Dasar Petjalanan Dinas

Pasal 3

Secatra administrasi petjalanan dinas dilakukan didasarkan pada:
a. surat resmi betasal dati luar SKPD, yang berkenaan dengan pelak
daerah dan/atau kepentingan negara/daerah;
uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas dalam rangka pelak
daerah dan/atau kepentingan negara/daetah;

b.

daerah.

Pasal 4

Uraian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sekurang-

maksud dilaksanakan petjalanan dinas;

waktu dan tempat tujuan petjalanan dinas;

pejabat/personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
hasil yang akan dipetoleh dengan melakukan pefjalanan dinas;
jumlah dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan petjalanan dinas

R Be OF P

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas merupakan petjalanan dati tempat kedudukan ke

kembali ketempat kedudukan semula;

(2) Dalam petjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terma
yang dilakukan dalam hal :

fap

petintah langsung tertulis dari Bupati/Wakil Bupati untuk melaks:

mata anggaran yang dipetgunakan dalam pelaksanaan perjalanan din

t petlu bagi kepentingan

enggaraan pemetrintahan,

as tertentu yang bersifat

dilakukan di tempat yang

1ggota DPRD, dan/atau

hasil yang diperoleh bagi
biaya yang dipetlukan

atas petintah atau

(sanaan tugas pemetintah
sanaan tugas pemetintah

anakan tugas pemerintah

kurangnya memuat:

as.

tempat yang dituju dan

S

suk pula petjalanan dinas

a. detasering

.......
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detasering di luar tempat kedudukan;
ditugaskan untuk menempuh uvjian dinas/ ujian
ke_dudukan;

dihatuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada

jabatan yang

untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang keseha

jabatan;

Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeti;

harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan ber
dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan

ditugaskan mengikuti pendidikan dan latihan dinas di luar tem]

menjemput/mengantatkan ke tempat pemakaman jenazah
negeti yang meninggal dunia dalam melakukan petjalanan dina

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah
negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang
pemakaman;

Bagian Kedua
Perintah Petjalanan Dinas
Pasal 6

Petintah perjalanan dinas dilakukan melalui SPT dan SPPD yang dit
yang berwenang.

Pasal 7

(1) Dalam penetbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sek
a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan
petjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;

b. dalam hal petjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejaba
memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

perintah

2) Petjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bu ati, penerb
1) yang p pat,, p
yang bersangkutan ditandatangani oleh:

a. Bupati/Wakil Bupati;
b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan

c. Asisten Sekretatis Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat seb
huruf b berhalangan;

Pasal 8

Petjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD, per

bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh:
a. Ketua DPRD;

b.

hutuf a dan huruf b berhalangan.

untuk mendapatkan pengobatan di luar btempat kedudukat

S

Wakil Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada hy
c. Anggota DPRD yang ditunjuk Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaim

; diadakan di luar tempat

Negeri atau menghadap
di luar tempat kedudukan,
tannya guna kepentingan

1 berdasarkan keputusan

dasatkan surat keterangan
) tugas;

pat kedudukan;

pejabat negara/pegawai
pejabat negara/pegawai
tetakhir ke kota tempat

andatangani oleh pejabat

agai berikut:

petjalanan dinas untuk

t yang Berwenang harus

itan SPT dan SPPD bagi

agaimana dimaksud pada

rerbitan SPT dan SPPD

iruf a berhalangan; atau
ana dimaksud pada




7.
Pasal 9

(1) Petjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, penetbitan SPT dan SPPD bagi yang
betsangkutan ditandatangani oleh:

a. Bupati/Wakil Bupati;
b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati; dan

c. Asisten Sekretatis Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada
huruf b berhalangan;

(2) Petjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai negeti dan/atau | pegawai tidak tetap pada
SKPD, penetbitan SPT dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh:

a. Kepala SKPD; atau

b. Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Kepala SKPD, dalam

hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a bethalangan;
Pasal 10

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) juga berlaku bagi:

a. pegawai negeri yang berasal dari luar SKPD berkaitan dengan pelaksanaan
program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD;

b. calon pegawai negeri sipil

(2) Penetbitan SPT dan SPPD bagi pegawai negeti sebagaimana dima‘tj(sud pada ayat (1) huruf a
dilakukan setelah memperoleh petsetujuan tertulis dari SKPD yang menjadi atasan pegawai
negeri yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Dalam hal petjalanan dinas yang dilakukan pegawai negeri yang berasal dari instansi vertikal
dalam rangka kepentingan pemerintah daerah harus berdasar an petintah/persetujuan
tertulis dari Bupati/Wakil Bupati;

(2) Penerbitan SPT dan SPPD bagi pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh:

a. Sekretatis Daerah atas nama Bupati; dan
b. Kepala instansi vertikal yang bersangkutan; atau

c. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada
huruf a berhalangan;

() Penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (@) dilakukan setalah
memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala instansi vertikal yang menjadi atasan
pejabat/pegawai negeti yang betsangkuta.

BAB IV sousnaesvsn s maevumes 8
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BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 12

(1) Biaya perjalanan dinas, terdiri :

a
b. biaya transport/bahan bakar minyak;
c. biaya penginapan;

d

- uang representatif bagi B
Eselon 1II;

€. sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati dan Pim

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibaya
merupakan batas tertinggi;

(3) Biaya transport/bahan bakar minyak dan biaya penginapan sebagai
(1) huruf b dan huruf ¢ dibayarkan sesuai dengan biaya riil den
tabel;

(4) Dalam melaksanakan perj
dapat diberikan

penginapan;

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
yang melakukan petjalanan dinas dalam daerah;

(6) Biaya penginapan dihitung berdasarkan lamanya efektif kegiatan

hari untuk penyelesaian administrasi;

- vang harian terdiri dati uang makan, uang saku, dan transport lokal;

alanan dinas luar daerah tidak menggy
30 % ( tiga puluh persen) dari tarif pengin

;4

upati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat

pinan DPRD.

tkan secara lumpsum dan

imana dimaksud pada ayat
gan batas tertinggi sesuai

inakan biaya penginapan
lapan  sesuai tabel biaya

tidak diberikan terhadap

dapat ditambah 1 (satu)

(7) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibetikan bia
jenazah, terdiri:

a. biaya pemetian;
b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 13

(1) Biaya petjalanan dinas sebagaimana dimaksud

it 5 pada Pasal 12 ayat
tujuh) tingkat, yaitu:

a.

b.

Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati_dan Pimpinan DPRD;

Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD,
golongan IV /c ke atas; .

Fungsional golongan IV /b;

e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil non Eselon golongan 111

Tingkat F untuk Pegawai Ne
Negeri Sipil;
Tingkat G untuk Pegawai Tidak Tetap.

(

Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Golo

Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional sampai

geti Sipil golongan I dan golonga

t (2) huruf g dan h, selain

YT menjemput/mengantar

1), digolongkan dalam 7

dan Pejabat Fungsional

ngan IV/a, dan Pejabat

dengan golongan I11/d;
dan golongan IV; ¢

n II,/dan Calon Pegawai

\S)

.) biaya petjalanan ..... 9
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(2) Biaya petjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat
huruf d  diberikan berdasarkan tingkat petjalanan dinas seb
pasal 13 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut:
Uang Hatian, sebagaimana tercantum pada Lampiran IT;
Biaya Transport/bahan bakar minyak, sebagaimana tercantum
Biaya Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampitan IV;
Uang Representatif dan Sewa Kendaraan Dalam Kota seb
Lampiran V.
Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yan
pengruktian/pengurusan jenazah sebagaimana tercantum pada

Lo o

(3) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mery
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Biaya petjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantot/satuan
SPPD bersangkutan.

(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah petjalanan din
ketersediaan dana yang dipetlukan untuk melaksanakan petjalanar
kantor/satuan ketja berkenaan.

Pasal 15

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang n
dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk petjalanan dinas yang dilz

sama.

Petjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibe
berikut:

a.

Pasal 16

kendaraan dalam kota untuk petjalanan dinas sebagaimana dimaks
dan ayat (2) huruf a, b, ¢, dan e;

biaya transport pegawai/bahan bakar minyak, untuk petjalanan din
pada Pasal 5 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang
tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yar
pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;

uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginap
(empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf gdan h.

biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf |
umum melalui transportasi darat/laut/udara dari tempat keduduk:
kembali lagi ke tempat kedudukan;

dalam hal pefjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, tetl
sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat diberikan dan |
dengan biaya bahan bakar minyak.

D

uang hatian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang

(1) buruf a, huruf ¢ dan

agaimana dimaksud pada

pada Lampiran IIT;
agaimana tercantum pada

g berhubungan dengan

Lampiran VI;

ipakan bagian yang tidak

ketja yang mengeluarkan

as agar memperhatikan
1 tersebut dalam anggaran

nenetima biaya petjalanan

kkukan dalam waktu yang

tikan biaya-biaya sebagai

representatif dan sewa
ud dalam Pasal 5 ayat (1)

as sebagaimana dimaksud
dapat diberikan setinggi-

g ditugaskan mengikuti

an sebanyak-banyaknya 4
untuk petjalanan dinas

b, berupa biaya angkutan
an ke tempat tujuan serta

hadap biaya transportasi
biaya transportasi diganti

...............
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Pasal 17

(1) Demi kelancatan pelaksanaan pefjalanan dinas, maka Bupat
DPRD, Pejabat Eselin II dan pejabat Eselon III dapat meng
sebagai alat transportasi besetta sopir.

/Wakil Bupati, Pimpinan
zgunakan kendaraan dinas

(2) Terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan

Sekretaris Daerah selain dapat menggunakan sopir juga dapat mer

(3) Terhadap petjalanan dinas B
dari intansi vertikal.

(4) Penggunaan sopit bagi pejabat/ pegawai negeti sipil selain peja

pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(5) Sopit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)

sipil paling tinggi golongan 1I/d dan/atau pegawai tidak tetap ya
sebagai sopir.

Pasal 18

(1) Uang harian, biaya penginapan, dan uang refresentasi petjalanan d

a. untuk petjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kura
b. menutut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan petj:

c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan
berpindah ke alat angkutan lain;

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/ datang dari
selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangk
dalam hal pegawai yang sedang melakukan petjalanan dinas jaty
selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai me
selama-lamanya 7 (tujuh) hati setelah diterima keputusan tent;
menjadi penugas pindahan;
selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah da
hati di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersel
tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang betsa
negata/pegawai yang meninggal saat melaksanakan petjalanan ¢
selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pej:
meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan alm:
bersangkutan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama un

kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara

pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan tingkat biaya pen

upati/Wakil Bupati dapat menggu

1ggunakan ajudan.

nakan pengawalan khusus

bat sebagaiman dimaksud
tertulis dari Bupati/Wakil

merupakan pegewai negeri
ing diangkat dengan tugas

linas diberikan apabila:

ngnya 6 (enam) jam;
alanan dinas;

lanjutan dalam hal harus

luar negeri;

utan jatuh sakit/berobat
1h sakit;

lakukan tugas detasering;
ang perubahan detasering

n selama-lamanya 3 (tiga)
but tidak dimakamkan di
ngkutan untuk pejabat
linas;

abat negara/pegawai yang
irthum/almarhumah yang

tuk melaksanakan suatu
pegawai dapat menginap
iginapan/hotel yang telah

ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
(3) Perjalanan dinas petgi dan pulang yang memakan waktu kurang d

sebagaimana tercantum dalam Lampitan II.

(4). Tethadap

z:i[i 6 (enam) jam, diberikan
biaya petjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh

petsen) dari uang harian

.........................
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(4) Tethadap pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan
dengan biaya setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara
penginapan dan biaya konsumsi selama kegiatan ditanggung
kegiatan, maka biaya penginapan untuk hati efektif kegiatan tidak

diberikan sebesar 60 % (enam puluh persen) dati hari efektif meng

Pasal 19
(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum petjalanan din

menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran dan/atay
pembantu.

(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sement

belum dapat dibayarkan, maka biaya petjalanan dinas dapat di
dinas selesai.

(3) Biaya perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebagaiman dimaks
dengan menggunakan uang persediaan bendahara pengeluar
pengeluaran pembantu serta dapat dilakukan dengan mekanism

biaya petjalanan dinas untuk 1 (satu) orang atau lebih di atas R
rupiah).

(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
SPPD rampung dan bukd pendukung lengkap.

Pasal 20

(1) Dalam bal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata me

ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertin

hatian, biaya penginapan, uang representative, dan sewa kendara
kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian p
bersangkutan.

(2) Tambahan vang harian, biaya penginapan, uang representative dal
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf e, |

dan hurufi.

(3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan
(dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huru
berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan vang h
uang 1lepresentative, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang k
disebabkan kesalahan /kelalaian pejabat 11epres/pegawai negeti ber:

(4) Dalam hal jumlah hati petjalanan dinas ternyata kurang dari juml

yang membebani peserta
kegiatan, dimana biaya

oleh pihak penyelenggara
diberikan dan uang harian
rukuti kegiatan.

as dilaksanakan dengan

bendahara pengeluaran

a biaya petjalanan dinas

bayarkan setelah petjalanan

!

ud ayat (2) dapat dibayar
an dan/atau bendahara
> LS apabila perhitungan
p. 5.000.000,- ( lima juta

ayat (3) disertai dengan

lebihi jumlah hari yang
nbangkan tambahan uang
an dalam kota sepanjang
cjabat  /pegawai negeri

P
.

¢

n sewa kendaraan dalam
bangkan untuk hal-hal
wruf f, huruf g, huruf h,

lain ternyata lebih dari 2
f ¢, maka Pejabat yang
jarian, biaya penginapan,
elebihan tersebut bukan
sangkutan.

dalam SPPD, maka pejabat/pegawai negeri yang bersangkutan waj

kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representative, da
kota yang telah diterimanya.

(3 Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, b
representative, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dim

(6). Apabila

lah hari yang ditetapkan
ib menyetotkan kembali
n sewa kendaraan dalam

iaya penginapan, uang
a
betlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

sud pada ayat (4) tidak
huruf g.

................
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(6) Apabila pelaksanaan petjalanan dinas dilaksanakan pada akhir t
dan betakhir pada tahun anggaran berikutnya, maka pembayar

dilakukan pada tahun anggaran betkenaan dengan ketentuan:

a. lama petjalanan dinas dimaksud maksimum 7 (tujuh ) hari;

b. uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengelua

pengeluaran pembantu tersedia.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Administrasi dan Pethitungan Lamanya Perjalanan

Pasa 21

ahun anggaran berkenaan
an biaya petjalanan dinas

ran dan/atau bendahara

Dinas

Untuk keseragaman dan tertib administrasi berkenaan dengan pelaksanaan perjalanan dinas,

bentuk dan tata catra pengisian SPT, SPPD, serta besarnya biaya petja
kepada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peratu

Pasal 22

(1) Petjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang dite
berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampit

tidak tetpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menetbitkan SPPD unty
biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satu

(3) Dalam melakukan pesjalanan dinas, setiap SPPD hanya betlaku u
diperintahkan/ditugaskan, kecuali ditentukan lain menurut ke

berlaku.

(4) Pejabat yang berwenang dalam penetbitan SPPD, sekaligus men
digunakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan p

memperhatikan kepentigan dan tujuan dinas tersebut.

Pasal 23
(1) Penetapan jumlah hati petjalanan dinas dalam SPT dan SPPD b

luar daerah, disesuaikan antara hari efektif tugas kedinasan dita

dalam petjalanan pergi-pulang dan waktu penyelesaian administrai.

(2) Penetapan jumlah hati perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
sebagai berikut:

a. apabila hari efektif kegiatan di ibukota provinsi atau di ibuko

ilayah provinsi Jambi selama 1 (satu) hati, maka lamanya petjala

SPPD betjumlah 3 (tiga) hari.

dan dapat ditambah 1 (satu) hati untuk transit.

Bagia

apabila kegiatan luar daetah di luar wilayah provinsi Jambi se
pencantuman lamanya perjalanan dinas dalam SPT dan SPPI

lanan dinas berpedoman
ran Bupati ini.

tbitkan oleh Pejabat yang
ran 1 sebagai bagian yang

k perjalanan dinas yang
1an kerja berkenaan.

ntuk 1 (satu) otang yang
tentuan petraturan yang

etapkan alat angkut yang
etjalanan dinas dengan

ekaitan dengan berjalanan

mbah jumlah hari selama
pada ayat (1), dilakukan

ra kabupaten/kota dalam
nan dinas dalam SPT dan

lama 1 (satu) hari , maka

D betjumlah 3 (tiga) hari

1

.............




A7
Bagian Kedua
Pengisian dan Perhitungan Rampung SPPD
Pasal 24

(1) SPPD merupakan alat pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

(2) SPPD dibuat sekurang-kurangnya rangkat 2 (dua) dan ditandatangani oleh pjabat yang
berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:

a. asli SPPD digunakan untuk bahan pertanggungjawaban keuangan bendahara
pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. photo copy SPPD dipetgunakan sebagai bahan administrasi arsip bagi pejabat SKPD
yang melaksanakan fungsi pengawasan.

(3) Tulisan yang terdapat pada SPT dan SPPD tdak boleh ada penghapusan/sejenisnya/atau
atau tulisan lain yang tidak diperlukan.

(4) Untuk setiap perubahan tulisan pada SPT dan/atau SPPD dilakukan dengan garis dua pada
tulisan yang diubah dan kembali ditulis yang baru dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang
berwenang.

(5) Terhadap hal-hal diluar ketentuan yang diatur pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka atas
penetbitan SPT dan SPPD tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Paratura Bupati ini.

Pasal 25

(1) Pada SPPD hatus mencantumkan :

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal dengan dibubuhi tanda tangan
pejabat yang berwenang.

b. tanggal tiba dan tanggal berangkat dati tempat-tempat yang dikunjungi dengan dibubuhi
stempel dan tanda tangan pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi.

c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dibubuhi tanda tangan pejabat berwenang.

(2) Pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain:

a. sckurang-kurangnya pejabat sutruktur instansi pemerintah ditingkat pusat, ptovinsi atau
kabupaten/kota yang dikunjungi.

b. Kepala Usit Pelaksana Teknis Dinas, Camat dan/atau| Sekretariat Kecamatan,
Rio/Sekretaris Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan instansi pemetintah yang berada di
lingkungan Kabupaten Bungo.

c. Pejabat berwenang pada lembaga lainnya di luar instansi pemerintah.
BABV
PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 26

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan  dinas  wajib menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban biaya.
Posal | 2T o ams wnsniss wnd monn mn 14
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Pasal 27

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam
SPPD beserta bukti pengeluaran riil.

Pasal 28
(1) Setiap Kepala SKPD yang berwenang bertanggungjawab ata

Petaturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.

(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan petjalanan
mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan pengher
frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan petundang-undang

b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dalam hal Bupati/Wakil Bupati secara bersama-sama berhalangan,
dinas dan manfaat yang akan diperoleh, maka Sektetaris Daerah
memberi perintah/persetujuan tertulis dalam rangka pelaksanaan petj
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 30

Dalam rangka penghematan anggaran, sedapat mungkin tidak me

apabila sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana

Pasal 31

Dalam hal tertentu yakni dalam rangka efisiensi dan/atau ketepatan wa
suatu kegiatan kedinasan, pejabat yang berwenang dapat memberi I
betikutnya kepada pejabat negara, pegawai negeri dan/atau pegawai
melaksanakan petjalanan dinas, dengan kriteria sebagai betikut:

2. maksud pelaksanaan petjalanan dinas tersebut berbeda dasi pes;

meskipun pada «empat tujuan yang sama; dan
b. maksud dan tujuan petjalanan dinas berbeda dari petjalanan dinas

Pasal 26 terditi dari SPT,

s ketertiban pelaksanaan

dinas untuk hal-hal yang
matan dengan mengurangi
(3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan pes
jaBdL yang g ] pawds yang p
jawab sepenuhnya atas kerugian yang didetita oleh negar:

datikesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dala
perjalanan dinas dimaksud.

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimal
dikenakan tindakan berupa:

jalanan dinas bertanggung
2/daerah sebagai akibat
m hubungannya dengan

<sud pada ayat (3) dapat

an;
ketentuan yang betlaku.

maka demi kepentingan
atas nama Bupati dapat
alanan dinas sebagaimana

lakukan petjalanan dinas
» komunikasi.

iktu terhadap pelaksanaan
petintah perjalanan dinas

tidak tetap yang sedang

alanan dinas sebelumnya

sebelumnya.

..............
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Pasal 32

(1) Bagi pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas tetap memili

i hak-hak dan fasilitas-

fasilitas yang diperoleh berhubungan dengan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan

petundang-undangan.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam Peratutan Bupati ini betlaku untuk petjalanan dinas dalam

negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer:

Pasal 33

(1) Dalam hal petjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daetah yang
undangannya mengikutsertakan isteri dapat dibiayai setara dengan biaya petjalanan dinas

eselon IL.b

(2) Dalam hal pefjalanan dinas yang dalam petintahnya mengikutsertakan petrseorangan,
otganisasi masyarakat, otganisasi sosial lainnya bukan pegawai negeri dan bukan pegawai

tidak tetap dapat dibiayai setelah mendapat persetujuan dari Bupati

(3) Biaya petjalanan dinas dimaksud pada ayat (2) dibayar setara dengan biaya petjalanan dinas

golongan II.

Pasal 34
Untuk petjalanan dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan
lebih tinggi.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 59 Tahun -

2011 tentang Ketentuan Petjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri

Sipil, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Betita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011

Nomor 293) dicabut dan dinyatakan tidak betlaku.

Pa




-16-

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai betlaky sejak tanggal 1 Januari 2013,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunc

langan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo _
pada tanggal 17 JInNuart 2013

BpPATI BUNGO,

1 a /
|
H. SUDIRMAN ZAINT®

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal |7 PMUART 2013

|
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

|
- BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 2




LAMPIRANTI:

A. Contoh Bentuk Sutat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani ¢

Dasar

Kepada

Untuk

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 7, TAHUN 2013
TANGGAL  : |7 - | — 2013

TENTANG : KETENTUAN PERJALANAN DINAS

KABUPATEN BUNGO

REU 5

SR

BUPATI BUNGO

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/2011
MEMERINTAHKAN:
t1 Nama ¢ e,
Pangkat/Gol. : ..o,
NIP B b o e e
Jabatan D tesseasesennrassesrryrssssassusanssbians
2. Nama - N
Pangkat/Gol. : oo
NIP R
Jabatan R
R
L' S  Baneomsmens eSS0
s S
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal
BUPATI BUNGO,

NAN

leh Bupati

IA

DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN| RAKYAT DAERAH, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

........................



B. Contoh Bentuk Sutat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

Dasar

Kepada

Untuk

BUPATI BUNGO

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT /2011

.........................................................................................

MEMERINTAHKAN:
Nama T O T YT T PoPerOairce
Pangkat/Gol. : ..o
NIP it o e s
Jabatan § it stsssasesasseayens
Nama s S
Pangkat/Gol. : .o
NIP o
Jabatan -
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal
WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA




C. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupat

KABUPATEN BUNGO

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

\ (:_'i} SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

w

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT/2011
2R P R I D

MEMERINTAHKAN

Kepada :1. Nama D e nraess

Pangkat/Gol. : .eeeeeeeeeeoeeeeoeo

NIP E TS e et s nensene e

Jabatan L oA s e emmsm s

2. Nama R e

Pangkat/Gol. : .eveeoeeeeereeesrese

NIP e e e e s e e

Jabatan D e snsas
Untuk N R
Dl Eibstisma st o RS SRS s i
£, B

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

......................................

PANGKAT
NIP.




D. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh A
nama Bupati

Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

PEMERINTAH KABUPATEN BUNG

SEKRETARIAT DAER/

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Mu

\sisten Sekretaris Daerah atas

o

AH

ara Bungo

M

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT /2011
2 LT P SR F S
MEMERINTAHKAN:

Kepada $1 Nama e

Pangkat/Gol 1 ...

i .

Jabatan ¢ L,

2. Nama ¢ e

Pangkat/Gol. ¢ ..vveeeeeemreroeeo

NIP e,

Jabatan e
Untuk e
e
.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal
a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ................. s
PANGKAT




E. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama
Bupati

KABURATEN BUNGO

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

.e..... (nama SKPD

p

Jalan .............. Nomor ............. (Kode Pos) ..................
Telepon (0747) ............ Fax (0747) ..............
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/ /SPT /2011
Dasar S £k o 4§ D ARRREASL s s RS £ 158 R R = st 8 8 SRR s
MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama D opssaisinienss e nsrsasrins

Pangkat/Gol. : ..o

NIP e e O

Jabatan L e e s

2. Nama R

Pangkat/Gol. : ..o

NIP } e O e

Jabatan R
Untuk I
R
L B

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA ... (nama SKPD),

.....................................

PANGKAT
NIP.




F. Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD

Dasar

Kepada

Untuk

MEMERINTAHKAN:

: 1. Nama e
Pangkat/Gol. @ ..ooeeeeeeeerremreeeroo
NIP D argesiesies s neaenspesagscassavaesses
Jabatan S iedse AT e e srt o s e

2. Nama e e enene e enat et
Pangkat/Gol. : oo
NIP = S S
Jabatan D emvreseseieensis sk sssmonensaasns

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

..-... (nama SKPD]

Jalan .............. Nomor ............. (Kode Pos) ..............|
Telepon (0747) ... Fax (0747) ..............

"

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT/2012

........................................................................................

Ditetapkan di Muata Bungo
pada tanggal

KEPALA ... (nama SKPD),

......................................

PANGKAT
NIP.




G. Contoh Bentuk Sutat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat atas nama Kepala
SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
VTN
. ....-.. (nama SKPD)
Jalan ... . Nomor ............ (Kode Pos) .................
Telepon (0747) ... Fax (0747) .............

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT/2012
i TR e ) I
MEMERINTAHKAN:
Kepada : 1. Nama D soseesemn s e e s et ss
Pangkat/Gol. : oo
NIP Y oevsns e sy
Jabatan N e A e upeninss
2. Nama O
Pangkat/Gol. : ....coovvoveemreeroooo
NIP £ o R R e e
Jabatan - N
Untuk S R S
e T oo ey RS aenntmis
S ————
Ditetapkan di Muata Bungo
pada tanggal
an. KEPALA ... (nama SKPD)
...... (nama JABATAN),
PANGKAT | :

NIP.




H.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Bupati (halaman
depan)
LembBatKe  § cowcduosusssmesins
Kode No  : .o,
Nomor S
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)
1. Pejabat yang memberi perintah Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang dipetintah
3. a. Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menurut peraturan
perjalanan
4. Maksud Petjalanan Dinas
5. Alat angkut yang dipergunakan
6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan
7. a.Lamanya Petjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali
8. Pengikut
9. Pembebanan Anggaran
2. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-lain
Ditetapkan di Muara Buage
pada tanggal
BUPATI BUNGO,
NAMA




H.2. Contoh Bentuk Sutat Perintah Petjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Bupati (halaman

belakang)
SPPD No . SN S
Berangkat dari
(tempat kedudukan) 7 ...ccovverreennirnnsireneneen,
Pada tanggal . R .
Ke s
I Tibadi e, Berangkat dari -SSR SO R—
Pada tanggal e, Ke e T
Kepala Pada tanggal e P
Kepala
OL Tibadi = e Berangkat dari R
Pada tanggal e, L S
Kepala Pada tanggal 2 snssrens et iRk
Kepala
Iv.
Tibadi e, Berangkat dari PP R —
Pada tanggal =~ ., Ke - SR ——
Kepala Pada tanggal S —————
Kepala
V. Tiba kembalidi :
Pada tanggal  :
Telah dipetiksa, dengan keterangan bahwa petjalanan
tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.
BUPATI BUNGO,
NAMA
VL. CATATAN LAIN-LAIN
VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menetbitkan SPPD, pegawai yang melakukan petjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negata apabila negara mendapatkan rugi akibat

kesalahan, kealpaannya.




K.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Pefjalanan Dinas (SPPD) yang di

Sekretaris Daetah atas nama Bupati (halaman belakang)

tandatangani oleh Asisten

SPPDNo o,
Berangkat dari
(tempat kedudukan) ; ...
Pada tanggal o ..,
Ke oo
II. Tibadi T ———————— Berangkat dari | .,
Pada tanggal RS ———— Ke
Kepala Pada tanggal | ..,
Kepala
III.  Tiba di P N Berangkat dari |t
Pada tanggal 2 Rt ol e RRY Ke | e,
Kepala Pada tanggal | .
Kepala
Iv.
Tiba di S Berangkat dari = | i .o,
Pada tanggal S L O
Kepala Pada tanggal | .,
Kepala
V. Tiba kembali di :
Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut di atas benar dilakukan atas petintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.
a.n. BUPATI BUNGO
SE TARIS DAERAH,
u.b.
ASISTEN......,
PANGKAT
NIP
VI  CATATAN LAIN-LAIN
VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menetbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para

pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara

Pengeluaran bertanggung

jawab berdasarkan peratutan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat

kesalahan, kealpaannya.




L.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
atas nama Bupati (halaman depan)
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
...-... (nama SKPD)
Jalan ............ . Nomor ............. (Kode Pos) .............|.....
Telepon (0747) ............ . Fax (0747) ..............
Lembarke : ccvoorrovnriecee,
KodeNo  : e,
Nomotr b,
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)
1. Pejabat yang memberi perintah Bupati Bungo
2. Nama Pegawai yang dipetintah
3. a. Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menurut peraturan
perjalanan
4. Maksud Petjalanan Dinas
5. Alat angkut yang dipergunakan
6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali
8. Pengikut
9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-lain
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal
a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA. ..... (nama SKPD)
PANGKAT |
NIP.




L.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Petjalanan Dinas (SPPD) yang ditand:

atas nama Bupati (halaman belakang)

itangani oleh Kepala SKPD

SPPDNo ¢ i,
Berangkat dari
(tempat kedudukan) 1 ...co..oevvorrrrrrennenn,
Pada tanggal
Be e
IL Tibadi e Berangkatdari |  :..oi,
Padatanggal i, Bl D e
Kepala Pada tanggal | .,
Kepala
OL Tbadi i, Berangkat dari | ¢,
Pada tanggal i Ke | s
Kepala Pada tanggal | .,
Kepala
Iv.
Tbadi Berangkatdati | .o,
Pada tanggal Ke |
Kepala Pada tanggal | .,
Kepala
V. Tibakembali di :
Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa petjalanan
tetsebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.
a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA... (Nama SKPD),
PANGKAT
NIP
VL. CATATAN LAIN-LAIN
VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara

petjalanan dinas, para
Pengeluaran bertanggung

jawab berdasarkan petaturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat

kesalahan, kealpaannya.




M.1. Contoh Bentuk Sutat Perintah Petjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD
(halaman depan)
L
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
.++e... (nama SKPD)
Jalan ............. . Nomor ............. (Kode Pos) ..............
Telepon (0747) ............ Fax (0747) .............
Letmbar ke  § cocosapusissimnes
Kode No 3 svdomrmmssins
Nomor 2 Eimsanmesibee ooz
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)
1. Pejabat yang memberi perintah Kepala... (Nama SKPD)
2. Nama Pegawai yang diperintah
3. a. Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menurut peraturan
petjalanan
4. Maksud Perjalanan Dinas
5. Alat angkut yang dipergunakan
6. a.Tempat berangkat
b. Tempat tujuan
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal hatus kembali
8. Pengikut
9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran
10. Keterangan lain-lain
Ditetapkan di Muata Bungo
pada tanggal
KEPAIA ..... (nama SKPD)
PANGKAT
NIP.




M.2. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda

(halaman belakang)

SPPD No
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal

tangani oleh Kepala SKPD

................................

.................................

................................

II. Tiba di

Pada tanggal
Kepala

................................. Berangkat dari
................................. Ke

Pada tanggal
Kepala

.................................

.................................

.................................

III.  Tiba di
Pada tanggal
Kepala

................................. Berangkat dari
................................. Ke

Pada tanggal
Kepala

.................................

.................................

---------------------------------

Tiba di
Pada tanggal
Kepala

................................ Berangkat dari
................................ Ke

Pada tanggal
Kepala

.................................

................................

.................................

Tiba kembali di :
Pada tanggal

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa petjalanan
tetsebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu

yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA... (Nama SKPD),

......

................................

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para

pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara

Pengeluaran bertanggung

jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat

kesalahan, kealpaannya.




N.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat atas

nama Kepala SKPD (halaman depan)

....... (nama SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Jalan ............. . Nomor ............. (Kode Pos) ................
Telepon (0747) ............. Fax (0747) ..............
Lembarke ¢ ool
Kode No ¢ oveecdoeee,
Nomor ) S S

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

1. Pejabat yang memberi petintah Kepala... (Nama SKPD)

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menurut peraturan
perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a.Lamanya Petjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal hatus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi

b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal
an. KEPALA ...| (nama SKPD)

veere (Dama JJ‘\.BATAN)

....................

PANGKAT
NIP.




N.1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat atas
nama Kepala SKPD (halaman belakang)

SPPD No = O .
Berangkat dari
(tempat kedudukan) : |..orvornrricnnmnirnnnins
Pada tanggal . KSR ——
Ke | O
II. Tibadi ST OER————. Berangkat dari L ——
Pada tanggal - SR Ke | ccsmmsammmms
Kepala Pada tanggal ! rmnmseysues s
Kepala
III.  Tibadi RR— Berangkat dari L e A
Pada tanggal PR ——— ke | Gesmckmammen
Kepala Pada tanggal 2 Giriisansassenonseespsnsrasss
Kepala
Iv.
Tiba di § bR enssamsess s Berangkat dari TS e
Pada tanggal BB e et e e L T P ————
Kepala Pada tanggal S Wl imintnaispemensione i
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut di atas benar dilakukan atas petintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.

a.n. KEPALA... (Nama SKPD),
..... (trama JABATAN)

.....................................

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan petjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara [Pengeluaran bertanggung

jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara mendapatkan rugi akibat
kesalahan, kealpaannya.




-LAMPIRANII :

NOMOR TAHUN 201
TANGGAL 2013 .
TENTANG : KETENTUAN

PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERW/
DAN PEGAWAI TIDAK. TETAP DI LIN

|

PERATURAN BUPATI BUNGO

PERJALANAN DINAS| DALAM
PEGAWAI NEGERI SIPIL,

KABUPATEN BUNGO

NEGERI BAGI

\KILAN RAKYAT DAERAH,
NGKUNGAN PEMERINTAH

UANG HARIAN

Tingkatan Uang Harian ‘;Weu

»/(Iﬁa/guru iah)

pr T

No Utaian ‘ Ket
| ] GolA | GolBp| GolC ?L‘ GolD o "GolE [ GolF | GolG
A. | LUAR PROVINSI :
1. | Nanggroe Aceh" 345.000 | 330.000 | 315.000 | 300000 | 285000 | 255000 | 240.000
: Darussalam )
2| Sumatera Utara’ 355000 | 340.000 | 325000 | 310.000 | 295000 | 265.000 | 250.000
3. | Riau ] 345.000 |  330.000 | 315000 | 300.000 | 2850000 | 255.000 | 240.000
4. | Kepulauan Riau 355.000 | 340000 | 325000 | 310.000 | 295000 | 265000 | 250.000
5. | Sumatera Barat 355000 | 340.000 | 325000 | 310000 | 295000 | 265000 | 250,000
6. | Sumatera Selatan 345.000 |  330.000 | 315000 | 300.000 | 285000 | 255.000 | 240.000
7. | Lampung 365.000 |  350.000 | 335000 | 320000 | 305000 | 275.000 | 260.000
8. | Bengkulu 355000 | 340000 | 325.000 | 310.000 | 295000 | 265000 | 250.000
9. | Bangka Bchtung 355.000 | 340.000 | 325.000 | 310.000 295.000 |  265.000 | 250.000
10. | Banten 345000 | 330,000 | 315.000 | 300.000 285.000 | 255.000 | 240.000
11. | Jawa Barat #15.000 | 400000 | 385000 | 370000 | 355000 | 325000 | 310.000
12. | DK.I jakarea 515000 | 500.000 | 485.000  470.000 | 455000 | 425.000 | 410.000
13. | Jawa Tengah 355.000 | 340.000 | 325000 | 310.000 | 295000 | 265.000 | 250.000
14. |} D.LYogyakarta - 405.000 390.000 375.000 360.000 345.000 315.000 300.000
15. | Jawa Timur 395.000 | 380.000 | 365000 | 350.000 | 335400 | 305.000 | 290.000
16. | Bali 465.000 |  450.000 |  435.000 | 420000 | 405.000 | 375.000 | 360.000
17. | Nusa Tenggara Barat 425.000 |  410.000 | 395000 | 380.000 | 365.000 | 335.000 | 320.000
18. | Nusa Tenggara Timur 405.000 | 385.000 | 370.000 | 355.000 | 340.000 | 310.000 | 295.000
19. | Kalimantan Barat 355.000 | 340.000 | 325000 | 310.000 | 295.000 | 265000 | 250.000
20. | Kaljmantan Tengah 345.000 |  330.000 | 315000 | 300.000 | 285.000 | 255.000 | 240.000
21. | Kalimantan Selatan 355000 | 340000 | 325000 | 310000 | 295000 | 265.000 | 250000
22. | Kalimantan Timur 415.000 |  400.000 | 385.000 | 370.000 | 355.000 | 325.000 ] 310.000
23. | Sulawesi Utara 360.000 345.000 325.000 315.000 300.000 270.000 255.000
24. | Gorontalo 360.000 345.000 330.000 315.000 300.000 270.000 255.000
25. | Sulawesi Barat - 345.000 |  330.000 | 315000 | 300.000 | 285000 | 255000 | 240.000
26. | Sulawesi Selatan 415.000 | 400.000 |  385.000 | 370.000 | 355000 | 325.000 | 310.000
27. | Sulawesi Tengah 355.000 | 340.000 | 325.000 | 310.000 295.000 |  265.000 | 250.000
28. | Sulawesi Tenggara 365000 | 350.000 | MO0 320.000 305000 | 275.000 | 260.000
29. | Maluku 345.000 330.000 315000 300.000 285.0QO 255.000 240.000
30. | Maluku Utara 355000 | 340.000 | 325000 | 310000 | 295000 | 265.000 | 250,000
31. | Papua 565.000 |  550.000 | 535.000 | 520000 | 505.000 | 475000 | 460000
32. | Irian Jaya Basat 465.000 | 450.000 | 435.000 | 420000 | 205.000 375.000 |  360.000
B. DALAM PRQV. JAMBI 325.000 310.000 295.000 280.000 265.000 250.000 240.000
DALAM DAERAH 125000 | 120000 | 115000 | 105000 | 100.000 | 850004 700004

BUPr&TI BUNGO,

LA

H. SU#IRMAN ZAIN
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LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TANGGAL  :{7 sAanuazy 2013

TENTANG  : KETENTUAN PERJALANAN DINAS| DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPTL,

PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMFERINTAH

_KABUPATEN BUNGO i e
BIAYA PENGINAPAN
(dalam ru 1ah)
e e Tingkatan Biaya Penginapan .
Gol A GolB | GolC | GolD | GolE | GolF | GolG

A | LUAR PROVINSI

1. | Nanggroe Aceh 4.200.000 | 1.035.000 |  850.000 | 465.000 | 350.000 | 250.000 250.000

Darussalam

2 | Somaters Utar , 4. 500 008 816.000 G50.000: 456 QO 300006 25010001 250.000:

3. | Rim SAS0000 | 774000 | 665000 | 350000 | 245000 | 245000 245.000

4. | Kepulauan Riau 3.410.000 | 730.000 | 650.000 | 375.000 | 230,000 | 230.000 230.000

5. | Sumatera Barat 4-200.000 | 940.000 | 740.000 | 400.000 | 300,000 | 275.000 | 275.000

6. | Sumatera Selatan 4.500.000 | 750.000 | 640.000 | 440.000 | 260.000 | 250.000 250.000

7. | Lampung | 3900000 | 800.000 | 640.000 | 390.000 | 270.000 | 260000 260.000

8. | Bengkulu ’ 1300000 | 650000 | 560000 | 390.000 | 225000 ] 225000 | 225.000

9. | Bangka Belitung 2400000 | 650.000 | 560.000 | 390.000 | 210000 | 210000 | 210.000
10. | Banten | 3.250.000 |  950.000 | 700.000 | 450.000 | 280.000 | 280.000 280.000
11. Jawa Barat 3.250.000 950.000 825.000 435.000 300.000 300.000 300.000
12. | DKL Jakarta | 4500000 | 960.000 | 760.000 | 580.000 | 355.000 | 355000 | 355.000
13. | Jawa Tengah 4.050.000 | 950.000 | 750.000 | 570.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000
14. D.I.Yogyakarta 4.620.000 950.000 750.000 570.000 375.000 375.000 275.000
15. | Jawa Tioour 4400000 | 960.000 | 750.000 | 570.000 375000 | 375.000 | 275.000 |
16. | Bali 4.500.000 | 1.000.000 | 935.000 | 770.000 495.000 | 495.000 | 495.000

7. | Nusa Tengpara Barat | ~3.000.000 | 560.000 | 495.000 400.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000
18 | Nusa Tenggara Timur | 3.000.000 | 600000 | 535.000 | 465.000 | 300,65 400.000 | 400.000

19. | Kalimantan Barat 3.300.000 |  780.000 | 735.000 | 425.000 | 320.000 | 220000 220.000
20. | Kaljmantan Tengah 3.300.000 |  450.000 | 853.000 | 290.000 | 230.000 | 230.000 230.000
21. | Kalimaotan Selatan | 3300.000 | 850,000 600.000 | 340.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
22. | Kalimantan Timur 4000000 | 870000 { 560000 | 435.000 | 310.000 | 310.000 310.000 |
23. | Sulawesi Utara 3.200.000 | 1.000.000 |  575.000 | 450.000 | 250.000 | 250000 250.000
24. | Gorontalo 1.320.000 | 720.000 | 660.000 | 410.000 | 240.000 | 240.000 240.000
25. | Sulawesi Barat 1.260.000 | 500.000 | 440.000 | 345.000 | 295.000 295.000 | 295.000
26. | Sulawesi Selatan 4.000.000 | 800.000 | 750,000 | 415,000 275.000 | 275.000 | 275.000
20, Sulawesi Tengah i 2.3007()00 685.000 440.000 ] 330.000 _200.000 200.000 200.000
28. | Sulawesi Tenggara 1.850.000 | 520000 | 440.000 | 325000 | 195000 | 195.000 | 195.000
29. | Makuku , 3000000 |  680.000 | 480.000 | 265000 | 200000 | 200,000 200.000
30. | Maluku Utara 3.000.000 | 700.000 | 495.000 | 320.000 255.000 | 255.000 | 255.000
31. | Papua 2:850.000 |  770.000 | 610.000 | 455.000 | 380.000 | 380.000 380.000
32. | Itian Jaya Barat 4.200.000 | 910.000 | 900.000 | 365.000 | 325000 | 325.000 325.000
B. | DALAM PROV. 1.300.000 | 760.000 | 660.000 | 350.000 | 250.000 250.000 | 200.000
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

TAHUN 2013

: KETENTUAN PERJALANAN DIN/
NEGARA,

PEJABAT

2013

PEGA)

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN

PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PER’
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI 1

KABUPATEN BUNGO.

\S DALAM NEGERI BAGI
WAI

WAKILAN RAKYAT DAERAH,
LINGKUNGAN PEMERINTAH

NEGERI SIPIL,

PEGAWAI NEGERI

Pejabat Negara/Pegawai

Besaran Per Hari

Keterangan

Bupati/Wakil Bupati

Rp

250.000

Orang/Hari

Pimpinan/Anggota DPRD

Rp

100.000

Orang/Hari

Pejabat Eselon IT

Rp

100.000

Orang/Hari

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

Pejabat Negara

Maksimal Besaran

Per Hari

Keterangan !

Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

Rp

500.000

Sudah termasuk sopir dan
bahan bakar minyak

BIAYA PEMETIAN DAN PENGAN GKUTAN JI

iNAZAH

(dalam rupiat

No.

Uraian

Tingkat Pegawai

Gol A

Gol B

Gol C

Gol D

Gol E

Gol F Gol G

Biaya Pemetian

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000 | 2.500.000

Biaya Pengangkutan

Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut

yang digunakan
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